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PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 78/PERMENTAN/OT.140/8/2013…… 
TENTANG 

PEDOMAN PENGUKURAN INDEK KEPUASAN MASYARAKAT 
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang  : a.  bahwa untuk mengetahui tingkat kepuasan 
masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik di 
bidang pertanian perlu  dilakukan pengukuran indek 
kepuasan masyarakat;  

b. bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib 
melaksanakan penilaian kinerja penyelenggaraan 
pelayanan publik secara berkala;  

c.  bahwa  berdasarkan   pertimbangan   sebagaimana   
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
mengatur Pedoman Pengukuran Indek Kepuasan 
Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4846); 
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2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3058); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran 
Negara Tahun 2010 Nomor 99); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 
2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5357); 

5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang 
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II; 

6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 

7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 
I Kementerian Negara; 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman 
Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat 
Unit Pelayanan Instansi Pemerintah; 

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ 
OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Pertanian; 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, 
dan Penerapan Standar Pelayanan; 

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/ 
KP.450/7/2012 tentang Pedoman Penilaian dan 
Pemberian Penghargaan Abdi Bakti Tani Bagi Unit 
Kerja Pelayanan Publik Berprestasi di Bidang 
Pertanian; 

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/ 
OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan 
Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian 
Pertanian; 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG 
PEDOMAN PENGUKURAN INDEK KEPUASAN 
MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN 
PERTANIAN. 

Pasal 1 
Pedoman Pengukuran Indek Kepuasan Masyarakat di Lingkungan 
Kementerian Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

 
Pasal 2 

Pedoman Pengukuran Indek Kepuasan Masyarakat di Lingkungan 
Kementerian Pertanian ini digunakan sebagai acuan bagi unit kerja 
pelayanan publik di bidang pertanian dalam mengukur indek kepuasan 
masyarakat. 

Pasal 3 

Setiap unit kerja pelayanan publik di bidang pertanian wajib 
melaksanakan pengukuran indek kepuasan masyarakat dan mengolah 
serta melaporkan hasilnya paling kurang setiap 6 (enam) bulan sekali.  

Pasal 4 
Hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib 
ditindaklanjuti dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan publik. 

Pasal 5 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 
   

        Ditetapkan di  Jakarta 
pada  tanggal 12 Agustus 2013 
MENTERI PERTANIAN 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
 
SUSWONO 

 
Diundangkan di Jakarta 
Pada tanggal 20 Agustus 2013 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
 
AMIR SYAMSUDIN 
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